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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan  Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu
dilakukan pengintegrasian antara sistem wajib lapor
ketenagakerjaan dengan sistem online single submission,;

bahwa pengaturan tentang tata cara pelaporan wajib
lapor ketenagakerjaan di perusahaan merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan;bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun
2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di

Perusahaan Dalam Jaringan;
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Mengingat

—

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta
Pembentukan  Rancangan  Peraturan  Menteri di
Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
750);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI

KETENAGAKERJAAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI
PERUSAHAAN DALAM JARINGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540)
diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 2 (dua)
angka, yakni angka 4a dan angka 4b sehingga Pasal 1

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pengusaha adalah:

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan
hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan
milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya; dan

c. orang perseorangan, persekutuan atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di
luar wilayah Indonesia.

2. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum
atau tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik

milik swasta maupun milik Negara yang
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